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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan pemaparan  hasil penelitian yang telah diuraikan diatas 

peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan pencemaran air sungai di Desa 

Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan 

sengaja karena, yang pertama, para penambang tidak memiliki pertalatan 

yang memadai untuk melakukan pengolahan air limbah guna menurunkan 

kandungan bahan kimia seperti merkuri (Hg) dan sianida (CN) seperti 

ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Mentri Nomor 202 Tahun 

2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau Kegiatan 

Pertambangan Bijih Emas dan/atau Tembaga, sebelum dilepaskan kedalam 

lingkungan hidup. 

Kedua, tempat penampungan air limbah yang tidak layak digunakan untuk 

menampung air limbah, karena hanya terbuat dari karung berisikan tanah 

yang dibentuk bak penampungan dengan tinggi susuna sekitar 50 cm, serta 

bagian dasar dari tempat penampungan air limbah tersebut hanya beralaskan 

tanah sehingga air limbah yang masuk ke tempat penampungan langsung 

menyerap kedalam tanah tanpa pengolaha terlebi dahulu. 

Sedangkan mengenai penerapan pasal 98 Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 

perbuatan pencemaran air sungai di Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa 

Kabupaten Bone Bolango dan mengenai Faktor-faktor apa yang menghambat 
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aparat kepolisian sulit untuk menerapkan pasal 98 Undang-Undang No. 32 

Tahun. 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

kepada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan mencemari air sungai 

di Desa Dungilata Kec. Bulawa Kab. Bone Bolango peneliti menyimpulkan: 

1. Penerapan pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada perbuatan 

pencemaran air sungai di Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten 

Bone Bolango, belum diterapkan karena aparat kepolisian Polsek Bone 

Pantai tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk mengambil 

tindakan hukum guna menghukum pelaku pencemaran tersebut. 

2. Faktor-faktor yang mennghambat aparat kepolisian dalam menerapkan 

pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun. 2009 Tentang Pengelolaan Dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup kepada anggota masyarakat yang 

melakukan perbuatan mencemari air sungai di Desa Dungilata, Kecamatan 

Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Yaitu, tidak adanya kerjasama antara 

badan lingkungan hidup atau organisasi-organisasi yang menaungi 

masalah lingkungan dengan kepolisian Polsek Bone Pantai, tidak adanya 

partisipasi masyarakat Desa Dunggilata, serta lemahnya profesionallisme 

aparat penegak hukum. 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya koordinasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat, 

antara aparat kepolisian dengan lembaga yang terkait (Badan 

Lingkungan), agar penegakan Undang-undang No.32 Tahun 2009 
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tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat 

diterapkan. 

2. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus segera mengadakan 

bimbingan teknik (BIMTEK) kepada anggota masyarakat Desa 

Dunggilata khususnya kepada pemilik alat yang digunakan pada proses 

amalgamasi, mengenai cara mengolah limbah cair dari olahan hasil 

tambang sebelum dilepaskan kedalam lingkungan. 

3. Kepolisian Polsek Bone Pantai harus mengambil tindakan tegas 

terhadap pemilik alat yang digunakan dalam proses amalgamasi, yang 

tidak memiliki bak penampungan limbah cair yang memadai. 

4. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus segera membuat PERDA 

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna 

menjadi landasan pembentukan Penyik Pegawai Negeri Sipil dalam 

upaya membantu penyidik kepolisian Polsek Bone Pantai dalam 

menemukan bukti terkait pengolahan hasil tambang emas yang merusak 

dan/atau mencemari lingkungan di Desa Dunggilata.   
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Gambar 1.1 

Wawancara dengan Kasat Reskrim Polsek Bonepantai Bapak Bribka Irwanto 

Nento pada hari selasa 28 Oktober 2015 bertempat di ruangan Kapolsek Bone 

Pantai pukul 10:15 Wita, guna mengetahui bagaimana penerapan pasal 98 

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pada perbuatan pencemaran air sungai yang terjadi di Desa 

Dunggilata Kecamatan Bulawa kabupaten Bone Bolango, serta factor-faktor yang 

menghambat aparat kepolisian dalam menerapkan pasal 98 UU No. 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada anggota 

masyarakat yang melakukan perbutan mencemari air sungai di Desa Duggilata.  
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Gambar 1.2 

 

Wawancara dengan bapak Jalil Imohi angota masyarakat Desa Mopuya yang 

tinggal diperbatasan antara Desa Mopuya dan Dunggilata, pada hari selasa tanggal 

10 November 2015 bertempat di warung beliau pada pukul 10:25 Wita, guna 

mengetahui sejarah pertambangan yang terletak di Desa Dunggilata serta 

penyebab kaburnya aliran sungai Desa Dunggilata dimusim kemarau. 

 

Gambar 1.3 

Alat yang digunakan dalam proses amalgamasi (Tromol). 
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Gambar 1.4 

Limbah cair yang baru dilepaskan dari proses amalgamasi yang dibiarkan 

mengalir masuk kedalam bak penampungan.. 

 

Gambar 1.5 

 

Limbah cair yang ditampung di bak penampungan yang dilepaskan dari proses 

amalgamasi. 
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Gambar 1.6 

 

Anggota masyarakat yang masih mengunakan aliran sungai Desa Dunggilata 

Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. 

 
Gambar 1.7 

 

Aliran sungai Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa kabupaten Bone Bolango yang 

mengandung bahan kimia seperti merkuri dan sianida (CN), yang digunakan 

penambang untuk mengolah hasil tambang. 
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Gambar 1.8 

Muara sungai Desa Dunggilata Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango 

yang terletak di Desa mopuya Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. 
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